WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISA KELAYAKAN PEMBENTUKAN BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH PENGELOLA DANA BERGULIR

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan
Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang akan
dibentuk dikaji melalui analisis terhadap kelayakan
ekonomi, analisis kelayakan keuangan, dan analisis
aspek lainnya sehingga dipandang perlu disusun
Dokumen Analisa Kelayakan Pembentukan Badan
Layanan Umum Daerah Pengelola Dana Bergulir;

e, bahwa untuk melakukan Penyusunan Dokumen Analisa
Kelayakan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah
Pengelola Dana Bergulir, perlu membentuk Tim
Penyusunan Dokumen Analisa Kelayakan Pembentukan
Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Dana Bergulir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Dokumen
Analisa Kelayakan Pembentukan Badan Layanan Umum
Daerah Pengelola Dana Bergulir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukkan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lemaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peratuiran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 496);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun
2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor
123);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

: Tim Penyusunan Dokumen Analisa Kelayakan

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Pengelola
Dana Bergulir dengan susunan dan tugas keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Kota ini.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan Badan Layanan
Umum Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin.



KETIGA

KEEMPAT

. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali

Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober
2023.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

-

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR ¢o95 TAHUN 2023

TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISA KELAYAKAN
PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENGELOLA DANA BERGULIR

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISA KELAYAKAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PENGELOLA DANA BERGULIR

No

Nama

Tugas Besaran Honorarium

2

3 4

Tim  Lembaga  Penelitian dan
Pengabdian kepada  Masyarakat
(LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Banjarmasin

Menyusun Dokumen Analisa
Kelayakan Pembentukan Badan Rp 89.500.000,-

Layanan Umum Daerah (2 tahap pembayaran)
Pengelola Dana Bergulir

WALI KOTA BANJARMASIN,

\_ﬂlv_J

IBNU SINA




